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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sesuai rumusan masalah
yang mengarahkan fokus penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pengaturan Hukum Terkait Kratom Di Provinsi Kalimantan Barat
Pada perkembangannya hingga saat ini perdagangan kratom
tidak dilakukan semua daerah di Indonesia nhamun hanya ada di
beberapa wilayah Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat menjadi
salah satu provinsi yang paling banyak menjalankan perdagangan
kratom oleh karena itu perdagangan kratom semestinya dapat
menjadi potensi daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan Pasal 11
ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
semestinya memiliki wewenang untuk mengurus urusan
pemerintahan pilihan terkait perdagangan kratom karena
perdagangan kratom merupakan potensi daerah yang lokasi,
penggunaan, dampaknya lintas daerah kabupaten/kota serta lebih
efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum

pernah membuat aturan yang lebih khusus terkait kratom.
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Berdasarkan studi kepustakaan dan pendapat dari para narasumber
telah dijelaskan bahwa sampai tahun 2021 belum ada pengaturan
hukum terkait kratom di Provinsi Kalimantan Barat oleh sebab itu
izin usaha perdagangan kratom tidak terlaksana di Provinsi
Kalimantan Barat.

Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di Provinsi

Kalimantan Barat

Sejak adanya informasi yang menyebutkan bahwa kratom
mengandung narkotika menimbulkan polemik dan menyebabkan
masyarakat ~ mengalami ketidakpastian ~ hukum  dalam
mengembangkan perdagangan kratom. Bagi masyarakat yang tidak
berdagang maupun bertani kratom juga mengalami ketakutan
terhadap peredaran kratom karena kratom masih diperdagangkan
secara bebas padahal sudah terdapat riset dari BNN yang
menyatakan kratom mengandung narkotika. Untuk mengatasi
polemik tersebut dibutuhkan pengaturan izin usaha perdagangan
kratom. Urgensi pengaturan izin usaha perdagangan kratom di
Provinsi Kalimantan Barat itu penting karena secara sosiologis
masyarakat membutuhkan adanya peraturan yang menjamin
keselamatan masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus tetap
mampu memberikan ruang yang cukup untuk melindungi
kepentingan masyarakat yang selama ini bekerja dan memperoleh

pendapatan dari perdagangan kratom. Pemerintah perlu terlebih dulu
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menyusun regulasi terkait perdagangan kratom supaya izin usaha
perdagangan kratom memiliki payung hukum di Provinsi

Kalimantan Barat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sesuai hasil penelitian pada

huruf A, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
perlu segera melakukan riset secara lintas bidang ilmu terkait kratom
agar terpenuhinya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam
pembentukan pengaturan hukum terkait kratom di Provinsi
Kalimantan Barat. Walaupun menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semestinya memiliki
wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan pilihan terkait
perdagangan kratom karena perdagangan kratom merupakan potensi
daerah maka dalam penyusunan regulasi itu perlu juga dilakukan
dengan penuh kehati-hatian agar Peraturan Daerah yang dibentuk
tidak menimbulkan polemik dan masalah yang baru dikemudian
hari.

2. Pemerintah perlu segera mengendalikan perdagangan kratom
dengan mengatur terkait izin usaha perdagangan kratom di Provinsi
Kalimantan Barat mengingat terdapat riset yang sudah dilakukan

olen Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa kratom
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mengandung narkotika dan sekaligus melindungi kepentingan
masyarakat yang selama ini bekerja dan memperoleh pendapatan
dari perdagangan kratom. Supaya izin usaha perdagangan kratom
dapat terlaksana maka pemerintah perlu terlebih dahulu membentuk
regulasi yang mengatur terkait perdagangan kratom. Dalam
penyusunan regulasi itu perlu juga dilakukan dengan penuh kehati-
hatian agar regulasi yang dibentuk tidak menimbulkan polemik dan

masalah yang baru dikemudian hari.
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